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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada tinjauan kepustakaan serta didukung oleh sumber-sumber hukum 

lainnya yang telah diperoleh, maka dari apa yang menjadi topik pembahasan dalam 

penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

A. Syarat dan kondisi laman/website Pelaku usaha softlens kecantikan X 

merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha 

softlens kecantikan X sebagai pelaku usaha, yang dimana isi atau klausula 

dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian 

perjanjian baku tersebut, terhadap 32 klausula baku terdapat 7 klausula yang 

melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pencantuman 

klausula baku. Terdapat klausula 3 yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf 

a, yaitu: Klausula Compensation; Klausula Order huruf D; Klausula Return 

and Exchanges Policy huruf b; 2 klausula yang melanggar Pasal 18 ayat (1) 

huruf g, yaitu: Klausula Terms and Conditions of Sale huruf b; Klausula 

Modifikasi Halaman di Website. 1 klausula yang melanggar Pasal 18 ayat 

(1) huruf b dan c yaitu Klausula Order huruf C. Dan yang terakhir 1 Klausula 

yang melanggar Pasal 18 ayat (2) yaitu Klausula Agreement. 

B. Perlindungan konsumen atas Klausula baku berdasarkan penelitian terhadap 

perjanjian baku elektronik milik pelaku usaha softlens kecantikan X pada 

laman/website pelaku usaha kelola, dapat diberikan sanksi oleh Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang 

sebagaimana pada Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa:  
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“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 

dokumen atau perjanjianyang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.” 

 

Makna pasal ini sangat berbeda dari ketentuan mengenai batal demi hukum 

menurut KUHPerdata, karena pada dasarnya batal demi hukum menurut 

KUHPerdata merupakan perjanjian yang melanggar Pasal 1320 

KUHPerdata yang mengakibatkan keputusan yang bersifat deklaratif. Yang 

artinya ialah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.  

Walaupun di dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) dinyatakan hanya klausulanya 

yang batal demi hukum, perlu diperhatikan bahwa akibat dari batal demi   

hukum pelanggaran terhadap syarat objektif syarat keabsahan perjanjian. 

Hal tersebut mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan 

putusan hakim yang bersifat deklaratif. Jadi, tidak hanya klausula baku 

yang batal demi hukum, tetapi perjanjian secara keseluruhan menjadi 

batal demi hukum. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan. Maka 

saran yang dapat saya dapat berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tujuan utama dari terciptanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen serta 

melindungi pelaku usaha dari gugatan-gugatan yang merugikan usaha dari pelaku 

usaha. Maka, bagi setiap pelaku usaha secara umumnya, hendak menyesuaikan 

klausula baku dalam perjanjian bakunya sebagaimana perjanjian baku elektronik 

milik pelaku usaha softlens kecantikan X yang membuat klausula dalam 

perjanjiannya sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga perjanjian baku tersebut tidak 

berpotensi merugikan konsumen dan merugikan pelaku usaha juga. Yaitu dengan 
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cara, pihak pelaku usaha softlens kecantikan X seharusnya mengubah kata-kata yang 

salah satu klausulanya dari “******** tidak bertanggung jawab” menjadi 

“******** bertanggung jawab” dalam perjanjian baku miliknya sebagaimana 

pengaturan Pasal 18 ayat (4) UUPK yang harus menyesuaikan klausula bakunya 

ataupun menghapus ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 7 klausula baku 

laman/website pelaku usaha yang telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK. 

Serta Pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam lagi dan memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat terhadap perkembangan elektronik terutama di 

bidang perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat atau konsumen dari pelaku 

usaha softlens kecantikan tidak mudah diperdaya oleh pelaku usaha dan pemerintah 

dapat meningkatkan pengawasannya terhadap pelaku usaha yang menggunakan 

teknologi elektronik atau laman/website sebagai tempat untuk mencari keuntungan 

tersebut. 
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